
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 854, 2018 KEMENKEU. Pemberian, Pembekuan, dan 

Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang 

Kena Cukai. Pencabutan.  
 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  66/PMK.04/2018        

TENTANG 

TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN  

NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pemberian, 

pembekuan, dan pencabutan nomor pokok pengusaha 

barang kena cukai telah diatur dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara 

Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok 

Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik 

dan Importir Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

191/PMK.04/2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 tentang  

Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan 

Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk 

Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau, 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2008 

tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan 

Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai 

untuk Pengusaha Pabrik, Importir, Penyalur dan 

Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman 
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Mengandung Etil Alkohol, dan Peraturan Menteri Nomor 

202/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, 

Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha 

Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik, Pengusaha 

Tempat Penyimpanan, Importir, dan Pengusaha Tempat 

Penjualan Eceran Etil Alkohol sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

32/PMK.04/2015 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Nomor 202/PMK.04/2008 tentang Tata Cara 

Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok 

Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik, 

Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, dan 

Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol; 

b.  bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum, 

meningkatkan pelayanan di bidang cukai, dan tertib 

administrasi keuangan Negara, serta untuk mendukung 

pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 

tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, perlu 

mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara 

pemberian, pembekuan, dan pencabutan nomor pokok 

pengusaha barang kena cukai sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha 

Barang Kena Cukai, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Keuangan tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan 

Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena 

Cukai; 

 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1995 Nomor 3613) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
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1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4755); 

  2.  Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2008 tentang 

Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4917); 

    

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA 

PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN NOMOR 

POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor                    

11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 

tentang Cukai. 

2. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap 

barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau 

karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang. 

3. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai yang 

selanjutnya disingkat dengan NPPBKC adalah izin untuk 

menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, 

pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena 

cukai, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan 

eceran di bidang cukai. 

4. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat 

dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib 

pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan 

yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau 
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identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan 

kewajiban perpajakan. 

5. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, 

halaman, dan lapangan yang merupakan bagian 

daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan 

barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang 

kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran. 

6. Tempat Penyimpanan adalah tempat, bangunan, 

dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari 

Pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan barang 

kena cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai 

dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor. 

7. Tempat Usaha Importir barang kena cukai yang 

selanjutnya disebut Tempat Usaha Importir adalah 

tempat, bangunan, halaman, dan/atau lapangan yang 

dipergunakan untuk kegiatan usaha dan/atau untuk 

menimbun barang kena cukai asal impor yang sudah 

dilunasi cukainya. 

8. Tempat Usaha Penyalur adalah tempat, bangunan, 

halaman, dan/atau lapangan yang dipergunakan untuk 

kegiatan usaha dan/atau untuk menimbun barang kena 

cukai yang sudah dilunasi cukainya untuk disalurkan 

atau dijual yang semata-mata ditujukan bukan kepada 

konsumen akhir. 

9. Tempat Penjualan Eceran adalah tempat untuk menjual 

secara eceran barang kena cukai kepada konsumen akhir. 

10. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, 

atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang 

digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan 

tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk. 

11. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum. 

12. Pengusaha Pabrik adalah Orang yang mengusahakan 

Pabrik. 

13. Pengusaha Tempat Penyimpanan adalah Orang yang 

mengusahakan Tempat Penyimpanan. 

14. Importir adalah Orang yang memasukkan barang kena 

cukai ke dalam daerah pabean.  
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15. Penyalur adalah Orang yang menyalurkan atau menjual 

barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya yang 

semata-mata ditujukan bukan kepada konsumen akhir. 

16. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran adalah Orang yang 

mengusahakan Tempat Penjualan Eceran. 

17. Pengusaha Barang Kena Cukai adalah Orang yang 

menjalankan kegiatan sebagai Pengusaha Pabrik, 

Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir barang kena 

cukai, Penyalur, dan/atau Pengusaha Tempat Penjualan 

Eceran, yang telah memiliki NPPBKC. 

18. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang 

selanjutnya disebut Kantor Bea dan Cukai adalah Kantor 

Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya 

kewajiban berdasarkan ketentuan Undang-Undang 

Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai. 

19. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 

20. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan 

tertentu berdasarkan Undang-Undang Cukai. 

 

Pasal 2 

(1) Setiap Orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai: 

a. Pengusaha Pabrik; 

b. Pengusaha Tempat Penyimpanan; 

c. Importir barang kena cukai; 

d. Penyalur; dan/atau 

e. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran, 

wajib memiliki NPPBKC. 

(2) Kewajiban memiliki NPPBKC untuk menjalankan 

kegiatan sebagai Penyalur sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d atau Pengusaha Tempat Penjualan 

Eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, 

hanya berlaku untuk Penyalur dan Pengusaha Tempat 

Penjualan Eceran barang kena cukai berupa etil alkohol 

atau minuman mengandung etil alkohol. 
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